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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan”  

(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
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RINGKASAN 
 

Berlian Putri Salsabila, Juni 2026. REKRUTMEN CALON ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH Skripsi, Program sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, 

S.H., M.H. 

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi secara 

konstitusional diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, 

Dalam sistem demokrasi perwakilan, partai politik memiliki kedudukan eksklusif 

sebagai satu-satunya peserta pemilihan umum yang berhak mengajukan calon 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan maka partai politik memiliki 

kewenangan untuk melakukan rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD terlebih 

dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Partai Politik. 

Namun, ironisnya banyak kritik ketidakpuasaan masyarakat terhadap kinerja DPR 

dan DPRD yang anggotanya merupakan dari anggota partai politik yang terpilih 

dalam pemilihan umum. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana pengaturan hukum 

mengenai rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD bagi partai politik peserta 

pemilihan umum.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, 

dengan tujuan menyusun penjelasan sistematis terhadap norma hukum dan 

menganalisis implikasi pengaturan rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD 

terhadap mekanisme rekrutmen yang diatur dalam peraturan internal partai politik. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) guna menelaah norma hukum positif 

terkait rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD, serta pendekatan konseptual 

(conceptual approach) untuk mengkaji demokrasi, partai politik, rekrutmen. Bahan 

hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU 

Partai Politik, UU Pemerintah Daerah, UU Pemilihan Umum, dan peraturan internal 

dari tujuh partai politik (Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS),). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi 

kepustakaan, yang selanjutnya diolah dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan 

sistematisasi berdasarkan keterkaitannya terhadap rumusan masalah. Selanjutnya, 

bahan hukum dianalisis menggunakan interprestasi hukum, yaitu interprestasi 

sistematis.. 

Hasil penelitian menunjukakan bahwa: 
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1. Pengaturan rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD diatur dalam Pasal 29 

ayat (1a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Pasal 241 UU 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan 

rekrutmen harus dilakukan secara "demokratis". Namun, dalam kaitannya 

dengan klausa “demokratis” tidak diberikan penjelasan dalam Undang-

Undang maupun dalam peraturan pelaksana, yang langsung diserahkan 

kepada masing-masing partai politik untuk menafsirkan dan mengaturnya 

dalam AD/ART dan peraturan internal masing-masing partai politik. 

Pendelegasian tafsir tanpa adanya parameter objektif dari negara ini hanya 

berisi aturan yang sifatnya sangat umum dan abstrak tanpa memberikan 

arahan dan rambu-rambu yang jelas dalam Pasal 241 UU Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 29 ayat (1a) UU Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Partai Politik yang melahirkan kekaburan norma (vagueness 

of norm) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum..  

2. implikasi dari pengaturan yang memberikan ruang terlalu bebas kepada 

partai politik untuk mengatur mekanisme dalam peraturan internal partai 

tanpa disertai ketentuan mengenai parameter rekrutmen calon anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

demokratis dalam partai politik menyebabkan lemahnya sistem rekrutmen. 

Berdasarkan peraturan internal kelima partai politik yang dianalisis, 

ditemukan adanya implikasi serius dari kekosongan tolok ukur 

"demokratis" dalam undang-undang tersebut. Pendelegasian tanpa batasan 

yang jelas ini diibaratkan sebagai pemberian "cek kosong" kepada partai 

politik, sehingga membuka ruang lebar bagi pergeseran mekanisme 

rekrutmen menjadi sistem yang sangat tertutup dan elitis. Kewenangan 

mutlak dalam menetapkan calon anggota dewan baik di tingkat pusat 

maupun daerah hampir seluruhnya tersentralisasi pada ketua umum ataupun 

pengurus elit di tingkat pusat. Fenomena ini membuktikan bahwa 

penyerahan mekanisme rekrutmen kepada otonomi internal partai tanpa 

parameter yang jelas  dapat memicu munculnya oligarki partai politik, 

sehingga dapat membuka peluang rekrutmen yang lebih didasarkan pada 

kepentingan kekuasaan elit partai dan modal finansial ketimbang kapabilitas 

dan integritas calon anggota DPR dan DPRD.  
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan rekrutmen 

calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) dalam peraturan perundang-undangan dan mengetahui implikasi 

pengaturan rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam perundang-undangan terhadap pengaturan 

mekanisme rekrutmen dalam peraturan internal partai politik. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan tentang 

rekrutmen anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam perundang-undangan yaitu Pasal 241 Undang-Undang Pemilihan 

Umum dan Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Partai Politik hanya menyebutkan 

bahwa rekrutmen dilakukan secara demokratis tanpa indikator mekanisme yang 

jelas mengenai apa yang harus dilakukan partai politik. Undang-Undang justru 

secara eksplisit menyerahkan pengaturan rekrutmen secara demokratis yang lebih 

detail ke dalam masing-masing AD/ART partai politik tanpa menjelaskan ketentuan 

rekrutmen secara demokratis yang wajib dilaksanakan partai politik, sehingga 

membuka peluang interpretasi yang luas yang melahirkan kekaburan norma 

(vagueness of norm) dan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, 

implikasi dari pengaturan yang memberikan ruang terlalu bebas kepada partai 

politik untuk mengatur mekanisme dalam AD/ART tanpa disertai ketentuan 

mengenai parameter rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang demokratis dalam partai politik 

menyebabkan lemahnya sistem rekrutmen. Hal ini menimbulkan celah bagi 

tumbuhnya politik oligarki pada internal partai politik dan pemusatan kekuasaan 

oleh elit partai, sehingga dapat membuka peluang rekrutmen yang lebih didasarkan 

pada kepentingan kekuasaan elit partai dan modal finansial ketimbang kapabilitas 

dan integritas calon anggota DPR dan DPRD. 

 

Kata Kunci (keyword): Rekrutmen Politik, Partai Politik, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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